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ABSTRAK

Perubahan kurikulum di Indonesia dilakukan sebagai upaya ke arah peningkatan kualitas pendidikan, karena di era globalisasi ini sangat dituntut adanya SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai standar mutu nasional dan internasional. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di tingkat pembelajaran memegang peranan penting dalam mendukung terciptanya SDM yang berkualitas. Oleh karena itu kinerja guru, kapasitas dan integritasnya perlu dievaluasi secara berkala melalui uji kelayakan kualitas guru. Untuk melaksanakan uji tersebut perlu dibentuk lembaga penjamin mutu guru yang mampu mengevaluasi secara berkala sebagai upaya peningkatan profesionalisme sumber daya insani di era globalisasi ini. Uji yang dilakukan akan bermanfaat seperti yang diharapkan bila disertai suatu sanksi, agar guru yang bersangkutan termotivasi untuk memperbaiki diri. Uji kelayakan kualitas guru hanyalah salah satu alternatif yang mungkin dapat direnungkan oleh penentu kebijakan di bidang pendidikan. 
Kata kunci : uji kelayakan, profesionalisme, sumber daya insani, era globalisasi

PENDAHULUAN


Majunya suatu negara sangat ditentukan oleh majunya pendidikan di negara tersebut. Hal ini berarti pembenahan segala aspek dan komponen yang terlibat dalam pendidikan harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan suatu negara. Pemberlakuan kurikulum baru juga merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pendidikan di negara kita agar tidak tertinggal jauh dari negara lain. 

Ada dua faktor utama yang secara rasional mendorong dilakukan perubahan kurikulum secara mendasar. Pertama, adanya perubahan misi yang diemban dan tujuan yang ingin dicapai, dimana tantangan masa depan semakin berat dan memerlukan persiapan jauh sebelumnya. Kedua, adanya kenyataan dan kesadaran yang merata bahwa negara kita memiliki SDM, kemampuan siswa, sarana pembelajaran, dan budaya yang sangat bervariasi sehingga menuntut adanya kurikulum baru yang mampu melayani keanekaragaman tersebut. Di Australia (Laurie Brady, 1987 : 5) KBK sudah dianut sejak tahun 1980, tetapi kurikulum yang berbasis kompetensi baru mulai dilaksanakan di Indonesia saat ini.

Menurut Dirjen Dikdasmen (DR. Indrajati Sidi), salah satu faktor yang mendorong diberlakukannya KBK adalah banyaknya lulusan SMA yang belum siap memasuki dunia kerja namun juga tidak mampu meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi / PT) dengan berbagai penyebab. Hal ini menimbulkan masalah baru bagi negara, yaitu meledaknya jumlah pengangguran. Keadaan ini semakin parah karena kondisi ekonomi yang mengalami krisis berkepanjangan menyebabkan angka pengangguran terus meningkat sampai mencapai 40 juta. Data tentang lulusan SMA dan sederajat menunjukkan 88,4% lulusan tidak melanjutkan ke PT. 

Isu pasar bebas ASEAN dan dunia akan menimbulkan persaingan produk dan tenaga kerja antarnegara. Negara-negara yang menguasai teknologi dan memiliki SDM berkualitas akan mampu menghasilkan produk lebih cepat dan efisien, sehingga harganya lebih bersaing. Tenaga kerja yang lebih ahli dari negara maju juga lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang baik, sementara tenaga kerja dari negara berkembang dominan sebagai tenaga kasar. Oleh karena itu pendidikan harus mampu menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.

Rendahnya kualitas SDM di negara kita salah satunya disebabkan oleh sistem pendidikan yang belum mampu mendukung terciptanya SDM yang berkualitas. Oleh karena pendidikan merupakan suatu sistem, sehingga keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung kerjasama dan interaksi yang baik antar komponen yang ada di dalamnya. Adanya pemberlakuan kurikulum baru membawa konsekuensi terjadinya perubahan semua komponen dalam sistem pendidikan. 

Salah satu yang harus berusaha memahami dan menguasai arah dan tujuan kurikulum baru adalah guru. Sebagai pengembang kurikulum di tingkat pembelajaran, guru merupakan ujung tombak keberhasilan ketercapaian Kurikulum 2004 yang diidealisasikan bangsa Indonesia. Hal ini karena keberhasilan Kurikulum Nasional tercermin dari keberhasilan pelaksanaan kurikulum pada tingkat pembelajaran. 

Profesi guru memiliki tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu penge-tahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Guru harus belajar terus menerus dalam rangka memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dapat mengikuti perkembangan jaman dan perkembangan siswanya. Dengan cara demikian guru akan dapat meningkatkan profesionalismenya sehingga mampu membentuk sumber daya insani yang berkualitas. 

Pada kenyataannya banyak guru yang tidak memiliki kemauan untuk mengembangkan diri, meskipun mungkin memiliki kemampuan. Hal ini kemungkinan kurang terciptanya lingkungan kerja yang kondusif atau tidak adanya monitoring secara berkala oleh atasan terhadap kinerja guru. Seperti diketahui, segala sesuatu yang dilakukan secara rutin tanpa adanya evaluasi terhadap pekerjaannya akan berakibat tidak adanya kemajuan terhadap hasil pekerjaan itu. Berbeda halnya bila ada semacam evaluasi atau uji kualitas terhadap kapasitas dan integritas guru, maka lambat laun akan terjadi perubahan kea rah kemajuan. 

Menurut Wardiman Djojonegoro (1998 : 4), seorang guru perlu memiliki kompetensi antisipatif disamping kompetensi profesional untuk mendukung terbentuknya kompetensi profesional guru yang andal. Kompetensi antisipatif berkaitan dengan bagaimana guru mampu meng-hadapi perkembangan IPTEK. memahami makna & hakikat perubahan yang terjadi di dunia yang berkaitan dengan profesinya, mengantisipasi arah & kecenderungan perubahan yang terjadi, mengelola & memanfaat-kan perubahan tersebut untuk mencapai keunggulan di masa depan.

Bagaimanapun bagusnya kurikulum dan lengkapnya sarana prasarana sekolah, semua itu tidak berarti jika guru yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pembelajaran dan pengembang kurikulum tidak mampu atau tidak mau menerapkannya dengan baik. Sebaik apapun metode yang dianjurkan Pemerintah, sebaik apapun maksud dan tujuan yang tertulis dalam kurikulum, tidak akan bermakna bila guru tidak memiliki keinginan untuk melaksanakannya. Bila yang terdapat di lapangan ternyata lebih banyak guru yang tidak antisipatif terhadap kemajuan jaman yang melahirkan kemajuan IPTEK, maka bagaimana mungkin guru tersebut mampu menghasilkan lulusannya sebagai SDM di masa depan yang berkualitas. 

Selama ini penerimaan guru baru, baik sebagai PNS maupun non-PNS melalui ujian seleksi dimana materi yang diujikan merupakan materi umum yang kurang ada sangkut pautnya dengan kompetensi mengajar dan kompetensi di bidang ilmu mereka. Dengan demikian seolah-olah ujian seleksi hanya bersifat formalitas, tidak benar-benar menjaring calon guru yang berkompetensi profesional sebagai guru maupun sebagai ahli bidang ilmu tertentu. Meskipun ada beberapa seleksi tambahan, misalnya wawancara, itupun tidak cukup menjamin apakah setelah menjadi guru nanti ia akan menjadi guru yang profesional. 

PEMBAHASAN
Bila ujian seleksi menjadi guru hanya formalitas dan kurang dapat mencerminkan kompetensinya setelah diterima, apakah kemudian setelah diterima mereka harus diuji kelayakannya sebagai guru yang berkualitas secara berkala ? Kalau negara kita menginginkan kemajuan di bidang pendidikan dimana guru merupakan sosok yang berperan utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, maka jawabannya “ya”. Mengapa demikian ? Karena tanpa uji kelayakan kualitas guru secara berkala, guru-guru yang “kebal” terhadap inovasi, baik inovasi di bidang IPTEK maupun di bidang pendidikan itu sendiri tidak akan mampu membawa perubahan yang berarti seperti yang diharapkan. 

Pada saat ini seorang guru hanya dinilai melalui lembar DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang dilakukan secara berkala, namun penilaian itu tidak dilakukan secara seksama dan teliti, hanya sebatas pengamatan seorang Kepala Sekolah. Seberapa telitikah Kepala Sekolah mengobservasi guru-guru yang jumlahnya tidak hanya satuan tetapi puluhan guru itu ? Lagipula kalau dilihat butir-butir yang dinilai dalam lembar DP3 masih terlalu luas pengertiannya dan tidak ada penjabaran dari kriteria yang dinilai tersebut. Sebagai contoh, untuk kriteria (unsur yang dinilai) “tanggung jawab”, bagaimana ukuran guru yang bertanggung jawab itu ? Apakah hanya dilihat dari kehadirannya setiap mengajar yang digunakan sebagai indikator bahwa guru tersebut bertanggung jawab terhadap tugas mengajarnya ? Ataukah ada ukuran lain ? Demikian pula untuk unsur yang dinilai lainnya, seperti kesetiaan, prestasi kerja, kerjasama, kejujuran, dan lain-lain, belum dapat dijadikan indikator yang tepat untuk menggambarkan kualitas guru. 

Dengan demikian, guru yang nilai semua unsur dalam DP3 tinggi, belum menjamin bahwa dalam proses pembelajaran ia selalu menunjuk-kan kompetensi profesional dan kompetensi pribadi yang tinggi. Hal ini karena unsur yang dinilai kurang mewakili kompetensi yang sebenarnya dari profesinya sebagai guru. Sebagai contoh, si penilai memberikan penilaian tentang prestasi kerja, ia hanya menilai prestasi kerja secara umum, tidak secara khusus dihubungkan dengan mata pelajaran yang diampu, bagaimana ia memotivasi siswanya di dalam kelas, dan bagaimana ia mengajarkan suatu keterampilan. Hal ini wajar, karena Kepala Sekolah selaku penilai tidak akan mampu mengobservasi secara mendalam satu persatu guru, selain waktu yang menjadi penghambat juga ia sendiri bukan ahli di segala bidang ilmu. Padahal prestasi kerja guru harusnya ditinjau dari aspek kognitif (penalaran / olah pikir), afektif (sikap), dan juga psikomotorik (keterampilan). 


Seperti dikemukakan oleh Sunyoto Usman, Guru Besar Fisipol UGM (2005 : 5) bahwa salah satu hal krusial yang perlu menjadi prioritas kebijakan pendidikan pada saat ini adalah meningkatkan kapasitas dan integritas guru. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor penyebab rendahnya kapasitas dan integritas guru adalah berkaitan dengan lembaga pendidikan, citra guru, gaji, fasilitas, dan sebagainya. Untuk itu sangat perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan masalah tersebut yang melibatkan ahli pendidikan, sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Hasil evaluasi yang dilakukan dapat dijadikan dasar menentukan siapa diantara guru-guru yang masih dianggap layak mengawal proses belajar-mengajar yang baik. 

Bila kita menginginkan adanya uji atau evaluasi kelayakan kualitas guru secara berkala, maka sangat diperlukan instrumen yang sesuai dan valid yang dapat menunjukkan layak tidaknya seorang guru untuk meneruskan profesinya sebagai guru. Instrumen tersebut tentunya berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan profesionalnya sebagai guru, yang meliputi kompetensi pribadi & kompetensi profesional.
Untuk kompetensi pribadi, karena berkaitan dengan pengem-bangan kepribadian, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, kemampuan membimbing siswa, kemampuan administrasi sekolah, dan kemampuan mengembangkan diri, maka akan sangat tepat bila dinilai dengan menggunakan instrumen lembar observasi, bisa berupa check-list, rating scale, maupun daftar isian. 

Guru adalah suatu profesi, sehingga bila seseorang sudah memilih menjadi guru, konsekuensinya ia harus mau mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menunjang keprofesionalannya (Nana Sudjana, 1988 : 14). Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan guru tentang landasan kependidikan, bahan pengajaran (materi bidang ilmu yang diampu), penyusunan program pengajaran (Satuan Pelajaran dan Rencana Pelajaran), dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terhadap kompetensi profesional ini bisa terdiri dari beberapa instrumen karena fokus penilaiannya pada aspek yang berbeda-beda. Hal ini berbeda dengan kompetensi pribadi yang semuanya dapat dinilai melalui observasi / pengamatan.

Kemampuan guru dalam menguasai landasan kependidikan sangat tepat bila dinilai melalui soal-soal yang dapat mengukur pemahaman guru tentang kurikulum, tujuan pendidikan, fungsi sekolah, prinsip-prinsip pendidikan, dan psikologi pendidikan. Sebaiknya soal dibuat baku dengan cara diujicobakan untuk dapat ditentukan validitas dan reliabilitasnya. 


Penguasaan guru terhadap materi ajar yang diampunya juga dapat diukur melalui soal yang berisi bukan saja ilmu pengetahuan yang sudah baku yang terdapat dalam buku ajar, tetapi juga perkembangan ilmu dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dari guru yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui guru tersebut mengikuti perkembangan jaman dan kemajuan IPTEK atau tidak. Dengan demikian guru yang tidak peduli dengan segala kemajuan di sekitarnya akan dapat dideteksi dari hasil tes-nya. 

Penilaian terhadap kemampuan guru dalam menyusun program pengajaran dapat dilakukan dengan melihat langsung Satuan Pelajaran (SP) dan Rencana Pelajaran (RP) yang dibuat guru untuk tiap semester. Format penilaian dibuat sedemikian rupa sehingga menampung seluruh kriteria yang harusnya ada dalam SP dan RP yang baik dan lengkap.  Sedangkan pelaksanaan proses pembelajaran dapat dinilai melalui lembar observasi yang sering digunakan untuk menilai mahasiswa yang sedang PPL (Program Pengalaman Lapangan). 

Bila semua instrumen untuk menilai kelayakan kualitas guru sudah dibuat secara baku dan dipersiapkan, lalu pertanyaannya siapa yang berwenang untuk menilai ? Meskipun Kepala Sekolah sebagai pimpinan sekolah berwenang untuk melakukan penilaian, tetapi dari segi waktu dan kompetensi untuk menilai kurang memenuhi syarat. 


Bila ada suatu lembaga yang mampu menjamin mutu pendidikan, yaitu LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan), mengapa kita tidak berpikir untuk mendirikan LPMTP (Lembaga Penjamin Mutu Tenaga Pendidik) atau LPMG (Lembaga Penjamin Mutu Guru) ? Dinas Pendidikan setempat tentu dapat membentuk lembaga ini dengan cara merekrut pakar pendidikan dari berbagai bidang ilmu, sehingga ketika akan mengadakan penilaian, setiap guru akan dinilai oleh orang yang memiliki latar belakang bidang ilmu yang sama dan memiliki keahlian di bidang pendidikan. Dengan demikian nilai yang terukur benar-benar dapat mencerminkan kualitas guru yang bersangkutan. 
Untuk menjaga objektivitas penilaian, orang-orang yang diposisikan sebagai tim penilai harus orang-orang yang jujur dan bertanggungjawab, tidak menggunakan kedudukannya untuk mencari materi. Oleh karena itu perekrutan tim penilai juga harus ketat, agar benar-benar memperoleh orang-orang yang qualified dan memenuhi persyaratan yang diharapkan. 
  
Setelah uji kelayakan kualitas, lalu dikemanakan guru-guru yang tidak layak kualitasnya ? Tentu saja kita tidak mungkin langsung menvonis guru tersebut sebagai guru yang tidak layak lalu dikeluarkan sebagai guru. Tujuan uji ini bukan seperti itu, tetapi lebih menekankan pada usaha untuk memperbaiki kualitas guru yang bersangkutan. Jadi, hasil uji kelayakan digunakan sebagai feedback (umpan balik) bagi guru untuk berusaha memperbaiki diri, khususnya pada aspek yang mendapatkan penilaian rendah. Untuk memotivasi adanya usaha menuju kebaikan (kelayakan) harus disertai suatu sanksi, karena penilaian tanpa ada sanksi tidak akan bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. 
Sanksi yang diberikan dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka, misalnya setelah tidak lulus uji kelayakan sebanyak tiga kali, maka guru tersebut dirumahkan, tetapi tidak dikeluarkan (dipecat). Bagi sebagian guru, mungkin ini bukan sanksi yang berat, justru menyenang-kan karena bebas tugas dan tetap digaji. Tetapi jangan lupa bahwa dengan dipensiunkan karena alasan tidak lulus uji kelayakan, berarti sulit bagi mereka untuk meyakinkan sekolah lain bila ia ingin bekerja di tempat lain, karena namanya telah terdaftar di Dinas Pendidikan setempat (semacam “black list”). Untuk guru non-PNS dapat pula diberikan sanksi lain yang sebanding dengan sanksi guru PNS.
PENUTUP

Kematangan profesional yang “sempurna” hanya mungkin dicapai dengan pendidikan formal dan tempaan pengalaman kerja (Raka Joni, 1980 : 22). Namun untuk profesi guru, selain menuntut adanya kedua hal tersebut, juga perlu adanya tinjauan kualitas secara berkala. Hal ini karena dalam meningkatkan profesionalisme-nya, guru harus selalu dinamis dan antisipatif mengikuti kemajuan IPTEK, agar peserta didik sebagai SDM di masa depan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai standar mutu nasional dan internasional di era globalisasi. 

Dalam rangka menjamin kualitas guru, maka kita harus berani mengambil kebijakan yang tujuan utamanya semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Uji kelayakan kualitas guru yang dilakukan secara berkala hanyalah salah satu alternatif yang mungkin dapat direnungkan oleh penentu kebijakan di bidang pendidikan. Harus diingat bahwa keberhasilan Kurikulum Nasional sangat tergantung pada keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pada tingkat pembelajaran yang menjadi tanggung jawab guru. Bila ada slogan pengalaman adalah guru yang terbaik, maka bukan berarti guru yang baik adalah guru yang berpengalaman, karena guru yang berpengalaman belum tentu guru yang berkualitas. Tidak akan maju dunia pendidikan kita bila hanya terisi oleh guru-guru yang berpengalaman mengajar lama tetapi mereka “kebal” inovasi.
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